BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41.3TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 347 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah
Daerah kabupaten/kota harus menyediakan Persetujuan

Bangunan Gedung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat * 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nownor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);




4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.

2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
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Ll

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB
adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai
bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang cagar budaya.

Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang,
badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum
sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan
Gedung.

Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi
terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi
Pembongkaran, mitigasi risiko Pembongkaran, gambar rencana teknis
Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan Pembongkaran.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB,
dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri
atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah memberikan
pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang
dibentuk oleh pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait
penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan

teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung




12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

(1)
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berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak
72 m? (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua)
lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter
persegi).

Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang
perseorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat

adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala DPUPKP untuk
mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus

dipenuhi untuk memperoleh PBG.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati adalah Bupati Sleman.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
selanjutnya disingkat DPUPKP adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang selanjutnya disebut Kepala DPUPKP adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu.

BAB II
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 2
Setiap pemilik bangunan gedung wajib memiliki PBG.

Persyaratan administrasi dan dokumen rencana teknis diajukan kepada

Pemerintah Daerah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan
konstruksi.
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(4)

(5)

©)

(7)

(8)

(10)

(11)

PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun
Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung Baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau
prasarana Bangunan Gedung.

PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik
sebelum pelaksanaan konstruksi.

PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
a. konsultasi perencanaan; dan

b. penerbitan.

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa

dan disetuyjui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a.

Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

meliputi:
a. pendaftaran;

b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan

c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.

Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh

Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

menyampaikan informasi:
a. data Pemohon atau Pemilik;
b. data Bangunan Gedung; dan

c. dokumen rencana teknis.

Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan
kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

ditambahkan dokumen rencana pertelaan.




(12) Kepala DPUPKP menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(13) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan
lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada

Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
Pasal 3

(1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)
nuruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana

teknis.

2) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA
atau TPT.

(3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai
dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan
rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak

90 m? (sembilan puluh meter persegi).

(4) Pemeriksaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal Bangunan Gedung yang memerlukan pertimbangan aspek
adat, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan

masyarakat adat.

(6) Dalam hal Bangunan Gedung Cagar Budaya, TPA melibatkan tenaga ahli

cagar budaya.

(7) Dalam hal Bangunan Gedung Hijau, TPA melibatkan tenaga ahli

Bangunan Gedung Hijau.

(8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh

delapan) hari kerja.
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Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan pertama kali

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.

Pasal 4

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan
melalui tahap:

a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan

b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan

perpipaan (plumbing).

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan

bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

melibatkan seluruh anggota TPT atau TPA yang ditugaskan untuk
dokumen rencana teknis yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi

dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat

konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah
pada pemeriksaan selanjutnya.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh
Sekretariat ke dalam SIMBG.

Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum
jadwal pemeriksaan selanjutnya.

Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan
dari TPT atau TPA.

Berita acara pemeriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.

(10) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi:

a. rekomendasi penerbitan surat Pernyataan Pemenuhan Standar

Teknis; atau




b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

(11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a diberikan

apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.

(12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan

apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal S5

(1) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh DPUPKP
berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10)

huruf a.

(2) Dalam hal TPT atau TPA memberikan rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf b maka surat Pernyataan
Pemenuhan Standar Teknis tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus

mendaftar ulang kembali.

(3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen

rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.

(4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi

sebelumnya.

(5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi

perhitungan teknis untuk retribusi.

Pasal 6

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b
meliputi:
a. penetapan nilai retribusi daerah;
b. pembayaran retribusi daerah; dan

c. penerbitan PBG.

(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh DPUPKP berdasarkan perhitungan teknis untuk

retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).




(3)

(4)

(%)

(6)

(7)

(8)

©)

(1)

(2)

Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan

berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

oleh Pemerintah Daerah.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl b
dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai retribusi daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan
setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6).

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh
DPMPTSP.

PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
a. dokumen PBG; dan
b. lampiran dokumen PBG.

Pasal 7

Pelayanan penatausahaan PBG meliputi:

a. pembuatan duplikat dokumen PBG yang dilegalisasi sebagai
pengganti dokumen PBG yang hilang atau rusak, dengan
melampirkan fotokopi PBG dan surat keterangan hilang dari instansi
yang berwenang untuk dilakukan pengecekan arsip PBG; dan

b. permohonan PBG untuk Bangunan Gedung yang sudah terbangun

dan belum memiliki PBG.

Lingkup PBG perubahan dilakukan dalam hal terdapat:
a. perubahan fungsi bangunan;
b. perubahan lapis bangunan;
c. perubahan luas bangunan;
perubahan tampak bangunan;
perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan

Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau
kesehatan;




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

f.  perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang
atau berat;

g. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau

h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya

dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.

PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
a. pekerjaan Pemeliharaan; dan

b. pekerjaan Perawatan.

Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, proses penerbitannya bersamaan dengan penerbitan SLF untuk

Bangunan Gedung yang sudah ada (existing).

Pasal 8

Pembangunan kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu

kawasan harus menggunakan penyedia jasa.

Kumpulan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang sama saat PBG

diajukan.

Kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan dan

memiliki rencana teknis yang sama diterbitkan PBG kolektif.

Dalam pendaftaran konsultasi PBG kolektif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dokumen rencana teknis dilengkapi dengan dokumen masterplan

kawasan beserta gambar detailnya.

Dalam proses konsultasi, pemeriksaan dokumen rencana teknis dan
dokumen masterplan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh TPA.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui
tahap:

a. pemeriksaan dokumen masterplan kawasan;

b. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan

c. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrikal, dan

perpipaan (plumbing).




(7)

(8)

9)

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf ¢
dilakukan jika dokumen masterplan kawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf a disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling
panyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh

delapan) hari kerja.

Dokumen PBG kolektif dilengkapi dengan Kketerangan lokasi peletakan

Bangunan Gedung di dalam masterplan.

Pasal 9

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan PBG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

b. akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan
(apabila pemohon berbentuk badan);

c. fotokopi sertipikat hak atas tanah atau bukti hak atas tanah lainnya
yang memiliki gambar situasi tanah;

d. fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pembayaran
tahun berjalan/terakhir;

e. apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai harus
memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;

f.  kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

persetujuan lingkungan;

0a

h. surat perjanjian sewa atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik
tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik tanah;

i. menandatangani surat pernyataan sanggup mematuhi persyaratan
tata bangunan dan lingkungan;

j.  surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan yang melanggar
sempadan;

k. khusus PBG Kumpulan Bangunan Gedung (perumahan) dilengkapi
dengan perjanjian notariil penyerahan sarana prasarana perumahan
kepada pemerintah daerah;

. surat pernyataan kebenaran dokumen di atas materai cukup; dan

m. untuk bangunan yang dibangun di atas tanah Kasultanan wajib
menyertakan keputusan izin Gubernur tentang pemanfaatan tanah

Kasultanan atau surat kekancingan dari Panitikismo.




(2)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Dokumen rencana teknis pengajuan permohonan PBG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

a. gambar denah bangunan;

b. -gambar lokasi bangunan;

c. foto bangunan tampak depan ukuran minimal 3R sebanyak 1 (satu)
lembar; dan

d. perhitungan struktur, untuk bangunan gedung yang mempunyai
ketinggian bangunan 2 (dua) lantai, dengan bentang struktur antar
kolom lebih dari 3 (tiga) meter, dengan luas total lantai bangunan

maksimal 300 m? (tiga ratus meter persegi).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Bangunan Gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini izinnya

dinyatakan masih tetap berlaku.

Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari
Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izinnya

masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk
memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan

Bupati ini.

Untuk permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterima
sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diproses secara aplikasi
perizinan di Daerah dengan produk perizinan berupa Izin Mendirikan

Bangunan.

Perhitungan retribusi yang digunakan dalam proses penerbitan PBG,
berdasarkan Peraturan Daerah retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang
lama, sampai dengan diterbitkannya peraturan baru mengenai retribusi
PBG.

Untuk permohonan Rencana Tata Bangunan yang telah diterima sebelum
Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diproses secara aplikasi perizinan di
Daerah dengan produk perizinan berupa Rencana Tata Bangunan

Perumahan.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012
Nomor 11 Seri D);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013
Nomor 4 Seri D);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.2 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2018 Nomor 7.2);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor S
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2020 Nomor 22.1);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5

Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2021 Nomor 29),

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.
Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI SLEMAN,

. 9
U
KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 1 Seprember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

=
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